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Tesisini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan
namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris
Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses
pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari
jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Mgjelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI1Jakarta/X1/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada
Putusan Mgjelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut.
Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh
Majelis Pengawas Notaris serta eksekus putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian
dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi
penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan
metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adal ah data sekunder.
Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan
rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan
dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan
Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan
Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah
kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah.
Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan
demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pel aksanaan tugas Notaris.

<hr />This thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name
during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Mgjelis
Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS
Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/X1/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal.
Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow
up on the decision. The problem statements of thisthesis are how isimplementation of the Majelis
Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary
in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This
writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the
research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data
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used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the
Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning
the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat
Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main
reason of the delay isthe lack of good communication among the supervisory board, regardliess the Mgelis
Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory
institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty.



